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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Keterkaitan antara penunaian zakat dengan kekuasaan Pemerintah dalam ajaran agama Islam telah

ditunjukkan sejak periode Madinah. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada pihak yang ingin mencoba-coba

memisahkannya. Khalifah langsung mengancamnya dengan peperangan. Setelah kejadian itu umat Islam

semakin sadar, bahwa memang pada zakat itu mengandung potensi yang besar untuk mengembangkan

ajaran agama Islam. Walaupun pada perkembangannya mengalami turun naik dalam masyarakat Islam di

berbagai daerah. Pemerintah Belanda di Indonesia menyadari bahwa penunaian zakat yang terkoordinasi,

dapat mengancam keberadaan kolonial, karena dengan cara begitu dapat menghasilkan dana yang besar dan

dapat membiayai perlawanan terhadap penjajah. Beberapa Staatsblad tentang larangan keikutsertaan

pegawai pemerintahnya dikeluarkan pada waktu itu menunjukkan bukti nyata. Rupanya zakat  sebagai salah

satu sendi agama Islam telah berlaku dalam masyarakat muslim bersamaan dengan masuknya agama Islam

di Indonesia. Dana dari zakat ini telah menjadi penunjang berbagai kegiatan yang bersifat sosial

kemasyarakatan. Walaupun Pemerintah jajahan yang menguasai wilayah nusantara, setelah ajaran Islam

berkembang, bermaksud menyingkirkan lembaga zakat ini dari umatnya, ternyata tidak berhasil. Setelah

Indonesia merdeka keberadaan agama Islam, diakui dan bahkan seperti ada keharusan dari Pemerintah R.I

untuk mengembangkannya. Justru itu zakat telah mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah untuk

meningkatkan efisiensinya. Mulai dari berbagai macam usul yang datang dari para ahli sampai kepada

berbagai macam peraturan terus dikeluarkan. Hal ini merupakan pertanda atas perhatian Pemerintah yang

diberikan kepada lembaga zakat dan ajaran agama pada umumnya. Kenyataan-kenyataan di atas, agaknya

sesuai dengan harapan yang terkandung dalam Pasa1 29 UUD 1945. Hazairin dan Wirjono Prodjadikaro

mengungkapkan bahwa pasal itu memang memberi keharusan bagi Pemerintah untuk mewujudkan ajaran

agama dalam Negara Republik Indonesia. Pemerintah telah menganggap bahwa zakat itu harus dikelola

secara maksimal untuk memenuhi tujuan zakat itu sendiri. Melalui zakat dapat ditanggulangi berbagai

ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Justru itu keikutsertaan Pemerintah dalam pengurusan

zakat di Indonesia, merupakan hal yang sangat penting.  
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